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PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR °?7 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

i

Mengingat

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN, |

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembeniukan
Propinsi Banten, perltt membentuk Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan
Pelatihan Propinsi Banten:

. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pendidikarn dan Pelatihan
Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor a5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);

ientang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6Q,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

o

10.

tentang Penmbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran’
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3348): '

-

- Undang-urdang f\lpmor 28 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaian  Negars Republik  Indnnesiz
Tahun 1999 Nomaor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

- Undang-undarg Nomor 23 Tahun 20300

tentang  Pempentukan Propinsi  Banten
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun  198¢  Nomor 182, Tambahan
Lembaran Necara Nomaor 40105;

. i, = -
. Peraturan Femerintah Nomer 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi  sebagal Daerah
Otenom  (Lembaran Negara  Repubiik
Indonesia Ta~zn 2000 Nomor 54, Tambahan
kembaran Neczara Nomor 3832)

. Peraturan  Femerintah Nemor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara

Republik Indznesiz Tahun 2000  Nomor
165):

. Peraturan Pemerintan Nemor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Strutural (Lembaran
Negara Repudlik Indonesia Tahun 2000

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indorzsia Nomor 4018);

. Peraturan Pemerintan Nomor 101 Tahun

2000 tentanc Pendidikan gan Pelatihan
Jabatan Pegzwai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Repuolik indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambazhan Lembairan Neaarz
Republik Indorssia Nomor 4013);
Peraturan Perrerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan  Pemerin‘ar an  Daerah
(Lembaran Negara  Re; ubli; Indonesiz
Tahun 2001 Namor 41y
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11. Peraturan Pemernntah Nomor 39 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4085);

12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Rencana Strategis Daerah
(Lembaran Daerai Tzhun 2002 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah’ Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata cara Pembentukan Zan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4)

Dengan cersetsjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINS!| BANTEN .

MEMUTUSKAN -

DAERAH  PROPINSI BANTEN
TENTANG FEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI Di:: TATA  KERJA BADAN

PENDIDIKAN DAMN  PELATIHAN  PROPINSI
BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UtiUrs
Pasal 1
m Peraturan Daerah ini yang dimaksug dengan ;
Daerah adalah Propinsi Banten:

Pemerintah Daerah adalah Gubernur,

daerah otonom yang lain sebagai
Propinsi Banten:

Gubernur adalah Gubernu:r Ranten
Dewan Perwakilan Rakyat Caeran yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Badan Legisiatif Daerah Propinsi Banten:

Seretanat Daerah yang selan;utnya disebut SETDA ad2lah
Sekretanat Gr=srah Pronins: Banter.

beserna perangkat
Badan Eksekutif Daerah

Schetans Daerah yang selan;utnya disebut SEKDA adala
surrztans Daeral Propins Banten




7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi
Banten;

8 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
disebut Kepala adalah Kepala Badan Pendidikan dan’®
Pelatihan Propinsi Banten; .

9 Eselon adalah tingkatan jabatan struktural:

10 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai.
Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai
keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
Pencidikan dan Pelatihan.

BAB !
PEMBENTUKAN

Fasal 2

Dengan Pera t\,.an Daerah ini dibentuk Badan Pendidikan dan
~elatihan Propinsi Banten. R

BAB 1lI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSH

-

Bagian Perrama
Kedudukan
Pasal 3
padan Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur
oenunjang Pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala,

vang herada di bawah dan bertanggung jawab xepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempuinyai tugas membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan Demcrmtahan dalam bidang
Pendidikan dan Pelatihan,



Bagian Ketiga
Fungs!

Pasal 5

. - a Pasal 4,
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlr.“,akSLi(_j -pad
Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungst

a,
b.

1.
2
3.

~ oo

(1)

(2)

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pel

unsur perunjang penyelenggaraan pemerintahan; -
perumusan kebijakan teknis dan peng,]embar-ga_”‘kpIr gdan
kegiatan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan
elatihan;

geiaksanaan koordinasi dalam menunjang‘ penyysgnaﬁ
rencana dan program serta pelaksanaan keglatan dibidang
pendidikan dan pelatihan: o
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pend@man dan
pelatihan manajeinen pemeriniahan, teknis fungsional dan
kepemimpinan: _
pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian,
Kinerja, sarana dan prasarana sertz rumah tangga;

pelaksanaan tugas lain yang diteriken oleh Gubernur sesuai
tugas dan fungsinya.

BAB V
_ SUSUNAN ORZANISASI

~asai 8
atihan terdiri dari :

Kepala;
Sekretariat;
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan: -
Bidang Pendidikan dan Pelatihan vana
Bidang Pendidikan dan Pelatinan Takn;
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepe
Kelompok Jabatan Fungsional.

jemen Pemerintahan:
s Fungsional:
mimpinan:

Pasal 7
Sekretariat mempunyai tu
kesekretariatan, ndalian program

Untuk melaksanakan tugas seba
ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyaij fungsi -

a. perencanaan, pelaksanaan, Pengelolaan
pengendalian keuangan rutn ARPBD Maupun :

lainnya yar j sas

per2ncanaan

neENaEocalinn

gaimana dimaksud pada

dan
dari sumber

pela<sanaan, Pengelolaan

_ | _ dan
ITUSAN “epeaavaian



{72

(3)

—

C. perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan
pengendalian urusan umum dan perpustakaan, ‘

d  pengorganisasian kegiatan leknis operasional  di:
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan,

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

) Sekretariat membawahkan

a.  Sub Bagian Keuangan; '
b Sub Bagian Kepegawaian,
c. Sub Bagian Umum dan Perpustakaan.

Pasal &

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan - mempunyai  tugas membantu Kepala Badan

Pendidikan dan Pelatihan dalam menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, menyusun rencana dan program,

melaksanakan  kerjasama,  menetapkan  standarisasi,

melaksanakan penelitian dan pengpmbangdn pendidikan dan

pelatihan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {%) Pasal ini, Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pendiaikan dan Pelatihan mempunyai fungsi

3 . penyianan bahan perumusan  kebijakan dibidang
pendidikan dan pelatihan;

b penyusunan rencana dari’ koordinast  program Ss&fz
evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c  penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama dengan
lembaga dan atau instansi terxai,

d perumusan dan penetapan standansasi ppnyelenogaraan
pendidikan dan pelatihan;

e. pelaksanaan penelitian dan oengembangan pendidikan
dan pelatinan;

f  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dun Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan, membawahkan :

a.  Sub Bidang Program dan Kerjasama Antar Lembaga;

b. Sub Bidang Standarisasi ~endidikan dan Pelatihan;

c. Cub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

Bidang Pendidikan dan Pciatihan Manajemen Penerintanan
mempunyal tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan

rencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pel2inan
Kader. Tata Praja dan Pamong Praja.

+ :

W
0



(2)

,_‘
(6%
—

(i)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) Pasal i, Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Manajemen Pemerintahan mempunyai  fungsi :

a  penyusunan rencana kegialan pembinaan dan pola
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

b penyusunan  metoda,  teknis dan  pedoman
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

C. pelaksanaan koordinasi datam penyelengaraan
Pendidikan dan Pelatinan.

Penyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Kader;
Pe€nyusunan rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Tata Praja;

PeRyusuran-rencana dan pelaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dzan Peiatihan Pamong Praja;

9. pelaksanaan tugas lan vang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tugas dar; fungsinya.

Bidang Pencidikan dar Pelatihan Manajemen Pemerintanan
membawahkan '

a. Sub Bidang Pencidian can Pelatihan Kader:

b. Sub Bidang Pendidikan can Pelatihan Tata Fraja;

C. Sub Bidang Pendidikan can Pelatinan Pameng Praja.
Peszl 10

Bidang Pendidikan agan Pelatihan Teknis  Fungsionai

mempunyal tugas meiaksznakan pembinaan, penyusunan

rencena dan penyele~ggzraan rendikiikan dan Pelatihan
Administrasi. Pembangunzn, Fungsional dan Profesi,
Penyusunan rencana Kegiatan  pembinaan  dan pola
penyelenggaraan Penaidikan dan Peaiatihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim

aksud pada
ayat (1) Pasal ini, Bidanc Teknis Fungsional mempunvai
fungsi
a. penyusunan mestoda teknis dan pedoman
penyzlenggaraan Pendizikan dan Pelatihan;

. pelaksanaan  koordirasi  dalam penyelenaaraan
Pendidikan dan Pelatihan:

€. penylsunan rencana dan pelaks
Pendidikan dan Pe'atihan Admini

d  penyusunan rencana dan pelaksangan PeEnvele
Fendidikan dan P¢ ztihan Pembangunan:

€. penyusunan rencara dzn velaksanaan Penyele
Pendidikan dan Pe-atina- reknis dan Profesi:

. pelaksanaan tugas lan yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tigas dar ‘ungsinya

anaan penyelenggaraan
strasi:

nggaraan

nggaraan



(3) Bidang Pendidikan dan Pelathan Teknis Fungsional

(1)

membawahkan :
a.  Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pembgnguqan;
b  Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Administrasi,

c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan ™
Profesi.

Pasal 11 .

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana,
penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat iV dan Prajabatan, Kepemimpinan Tingkat i,

Kepemimpinan Tingkat ll dan |

Untuk melaksanakan tugas -sebagaimana.-dimaksud pada

ayal (1) Pasal ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pcla
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

O.  penyusunan metoda, teknis | dan nedoman
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatinan;

C.  pelaksanaan Koordinasi dalam = penyelengaraan

rrendidikan dan Pelatihan;

C.. penyusunan rencana dan nelaksanaan penyeisnggaraan
" Pendidikan dan Peiatinan Jepcmimpinan Tingkat v o dan
Prajabatan; :
penyusunan rencana dan nz2laksanaan penyzienggaraan
Pendidikan dan Pelatihan K=pemimpinan Tingkat {ll;
penyusunan rencana dan pzlaksanaan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan ¥=zpermimpinan Tingkat H dan |;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Badan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan
membawahkan :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV dan Praiabatan
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat 1H;
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat | dan It
Pasa!l 12
Bagan Struktur Organisasi cdan Pendidikan dan Pelatinan

sebagaimana tercanwum gaiam

amasiran Foraturan Larran ir:



BAH s
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

fPasal 13

‘ elaksanakan
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai ugas m

' ahlian dan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keah
kebutuhan.

(1)

(1)

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah ten:;a(ga
fungsiona! yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. _

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana_d:mak&uq dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga furgsional senior yang
ditunjuk. | 7

Jumlah tenaga fungsionai sebagaimana dimaksud da!am
avat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebafj kerja
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundzng-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEI‘J‘JBERHENTlANj

Pasai “ 3

Pejabat Struktural Eselen Il gan Peia

Badan Pendidikan dan Pelatihan

bat Fungsional pada
n diang

‘ | kat dan diberhentikan
oleh Gubernur dari Pegawai Neaeri Sipil yang memenuh!
Syarat sesual dengan keientuan Perundang-undangar yang
berlaku. B -

_ : kedawan Pada Badan Pendidikan
dan Pelatihan diangkat dan dibe hentikan oleh Gubernur dan
Pegawai Negeii Sipil Yang memenuyh; Syarat s
ketentuan perundang-undan

Pemberhentian Pegawa N
dan  Fungsicnal sesya;
undangan yng berlaky



BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 16 )

P‘embiayaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Banter;
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan sumber-sumber pembiayaan iannya yang syah sesual
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIH
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisas: dan
kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkionisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintan Daerah serta dengarn instansi
lain diluar Pemerintiah Da=rah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pemanfactan sarana. prasarana. sumber daya aparatur
/kepegawaian dan pembiayaannya aiatus lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENJTUP

Fa

141G
Ve

03]

E

Uraian tugas Zari masing-masing Jabatan Struktural paca Badan
Pendidikan dan Pelatihan disusun secara tersendiri dalam
Keputusan Gubernur.

Pasz! 2C
Ketentuan lainnya. sesaqgal nolergkepan dan  pele<sanaan
Peraturan Daerah ini akan dial.; dan ditetapkan tersenc ri dalam
Kepuiusan Guiernur



Pasal 21

Daerah Ini maka segala

ditetaprannya  Peraturan tur hal yang sam.

- \ ; menga
Peraturan Perundang-undangan yang
civatasan tidak terlaku lagi.

Pasal 22

iundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar  setiap orang dapat merjgf_atahuiﬂyal'_ m”’t‘)zrr‘;?"rgaar;tzg
Pe€ngundangan Peraturan Daerah ini dalam Le
Propinsi Banten.

Ditetapkaii di Serapg
pada tanggal 2% el 2002

GUBERNUR BANTEN,
td
UNde i -D.MUNANDAR
Diundangkan di Serang H.D. MUNANDA

pada tanggal 3 -J"_*ni' 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd
Drs. Il. AYIP MUYLICH

Pembina Utama luda
NIP. 010 096 099




PENJELASAN 3

ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAcRAH PROPINSI BANTEN

A UMUM

1

Bahwe dengan ditetapkannya Unrlang

vdang Nomor 22
Tahun 19¢S

tentang Pemernnianar Daeran Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1939 tentang Perimbangan neuangan antara
Pemerintchan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan
Nomor 25 Tehun 2600 tentang Kewenangan Femenntahan dan
Kewenangan Pemerintahan Propinst sebacar Daerai Olunom
ceita dengan ditelapkannye Uncang-undang Nomor 23 Tahun
2C00 tenteng Pambentukan Propinst Banizn, meaka dengan
acdanya paradigma baru dalam sistem Pemszsnntanan Negara
Republik Indonesia, vaitu adanva penambahan jumiah Propinsi,
dan Proninsi Banten adalah Propins: ke 3G Perutzhan yang
cukup s'gnitikan  tersebut diantaranya pada uovelaksanaan
Pemerintahan di Daerah yaitu adanya pengembanrgan Daerzah
Otonom yang luas. nyala dan betanggung je

wab bagl Daerah
Propinst, Kabupaien/Kota

Pembs=srian  otonomi  kepada Drzarzh

sebagaimana
dyelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut di

atas, memb~rikan kepada Daerah lebih luas can bertanggung
jawab  dalam  menentukan  jumiah, dan  nomenkiatur
Kelembagaan Peranakat Oaerah yang disertai adanya
pe=himpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah
dan dilaksanakan oleh Daeran  »erdasarkan kebutuhan,
potensi, karaxteristik dan xemampuar: Daere™ 1w sendir!

Perubanan yany mendasar gdarn s$'si <giembagaan juga
disertar nerupahan vang signifikan pada gznis kehjaksanaan.
roordinast. pengendalian sena pertanggungiz.szban Perangkat
Daerah. Sebagaimana diamarziken dalam Undang-undang
MNomer 22 Tahur 1299 tentane Prmerintahan Daerah bahwa
Ferangkat Nearah tarcin dan S\‘E:.‘"’-f?‘.‘ﬂ.'l-.'.‘«,! [Na=ran
dan Badan Psndig:ikan dan Pelaunar

E._J:":'fah

[
Dinas Daerah

sebaca Lembaga Teknis



Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah 5eb?ga| unsur
penunjang Pemerintahan Daerah dalam meidksbanakan
penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah dan besaran
organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah

Pembentukan Organisasi Perangkat  Daerah
sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada
kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan
Daerah, dengan selalu  mengacu dan memperhatikan
bidano/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur
dan menetapkan perimbangan keuangan antaia Pemerintah
Pusat dan Daerah - agar nantinya dalam pelaksanaan

TToTpenyeienggaraan Pemerintahan di Daersh tidak miemberatkan
bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas a‘ekonsentras%
diletakkan pada Daerah Propinsi dalam keduduxznnya sebagai
Wilayah  Administratif untuk melaksanakar hewenangan
Pemerintahan tertentu, yang dilimpahkan kegacda Gubernur
sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas peiaksanaan tugas
pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Rropinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan
_oieh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh
Desa/Kelurahan,

Sebagaimana telah diketanui dalam Undang-undang
yang mengatur Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentany Poxok-pokok
Pemerintahan di  Daerah, Kelembagaan ¢ Organisasi
Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu
lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam
Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan lnstansi Vertikal di
Daerah.

Selanjutnya dengan berlakurya Uﬂdaﬂg—undang Nomor
22 Tahun 1989, di Daerah hanya ada kelembaoaanicrganisasi
desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu
dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasa| g dan Pasal 11
Undang-undang Nomor 22 Tahun 19g '

a.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana g
maka untuk mengakomodasikan Otonom; Daerah yang luas
ayata dan bertanggung jawar sebaqai pelak"sanaén gmanai
Jrdang-undang Nomor 22 Tahun18y3 i ‘5"-“')ir1- _g, 1~.ql
secara bertahap dan berkelanjutan d;la‘r.-u;j;n = el c
terhadap kelembagaan/ organisas;i Perangkat\ D‘a hoena_taia.
dengar u.ia/keberadaan Pemerintahan Propinsi %ra..., sejg an
relatif ma<.h baru, untuk dapat sejaja NSt Banten yang

: ’ ' dengan Proni -
dalam ivegara Kesatuan Republik lndonesig N ~ropins: lainnya

sebelumnya yaitu

jelaskan di atas,
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Dari hasil kajjan dan penzataan awmaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi 8anten tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilrannya akan
melaksanakan tugas dan kewerangan Daerah Fropinsl sesuat
kebyakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada
ketenluan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka penyelenggarzaan umum Pemenntahanan,
pembangunan dan pelayanan keoada masyarakal.

Atas dasar lugas dan fu~gsi serta beban kena Badan
Pendidikan dan Pelatihan, mara untuk kelancaran pembedian
pelavanan  kepada  masyarakal dalam  melaksanakan
penvelerggaraan Pemerintaranan.  pembangunan gan
pelavanan  Kepada masyara-z: perlu meninjau  kembali
Keputusan  Gubernur  Nome- 03 tahun 2001 tentang
Pembentukan, Susunan Orgar sasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknts Daerah Probinsi Banten

.PASAL DEMI PASAL

= - r PR, == T |
~asai 1 sampai “engan Pzsal 27 zukup jelas.

TAMBAHAN LEMSARAN DAERAH NOMOR -
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